SALINAN

BUPATI PRINGSEWU

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR :3 TAHLIN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemcrintahan Dacrah sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah wajib
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan DBelanja Daerah (AI'BD)
disertai penjelasan dan dokumen-dokumen
pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) wuntuk mempervleh persetujuan
berazama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
FPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaltsud dalam huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2018 vang dijabarkan kedalam Xehijakan
Umum AFBD serta Pricritas dan Flafon Anggaran yang
telah disepalati bersama antara pemerintah daerah
dengan DPRD pada tanggal 23 Oktober 2017;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimane
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peratutan Daerah itentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Psjak
Bumi dan Bangunan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 19685 HNowor 68, Tembahat
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32132)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 3569);




10.

11.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik mIndonesia Tahun 1999 HNomor 75,
Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran HNegara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistern Pendidikan Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43(H);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tehun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negama ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 656, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400},

Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2001 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Deersh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomeor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932}

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lemmbaren Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3234);




12.

13.

14.

13.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nonog 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor H587)
sebagaimana telah diubsh beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaren Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administras] Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah MNomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indotiesia Tahun 2000 Nomer 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonecain Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolsann Keuangan Badan Layanan 1Imum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagmimana tclah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Momor 74 Tahun 2012
(Lembaren Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 17, Tembahan Lembaran Negara Republik
Indomesia Nomor 5340]);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2000 tentang
Dana FPerimbangan (Lembaran Necgara Republik
Indonesia Tahur 2005 Nomeor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45723},

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20053 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155};

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolean Keuangan DPaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesie Tahun 2005 Nomor 140,
Tembahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomnor 4578);

Peraturan Pemcrintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penemapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);




21.

22.

23.

24,

25.

26.

27,

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik
Indonegia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tehun 2007 tenteng
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD,
dan Informasi Laporan Penyclenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarskat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahart Lembaran Nepgara Republik Indonesia
Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tenteng
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesin Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran HNegarm Republik
Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pcmerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4864];

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangen Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indoneaia Tahun 2009 Nomeor 18,
Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5352);

Peraturan Pemerintah Nemor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribuai Daerah
(Lembaran Negara Hepubiik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembearan Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomeor 123,
Tamhbahan Lembarsn Negara Republik indonesia
Nomor 5165);




28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang

29,

30.

31.

32,

34.

37.

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 359, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemecrintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesie Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomnr 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Naomeor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah ({Lembaran Negara Republik
Indonegia Tahun 2017 Nomor 114, Tembshan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5287);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintiah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesiz Tahun 2017 Nomor 73,
Tammbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 6041);

. Peraturan Pemerintal: Nomor 18 Tehun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomar 6057);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jesa FPemerintah sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 {Lembaran Negara
Republik [ndonesie Tahun 2015 Nomor 5);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah
scbageimana iclah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 231
Tahun 2011 {(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelclaan Keuangan
Badan Layaran Umum Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yvang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Kepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
aschagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 541);




Menetapkan

41.

42,

43.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Romor
2036);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun

2017 tentang Pedoman Peoyusun — Anggaran
Pendapatan dan Belanja Deerah Tahun Angpgaran
2018 [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 825);

. Peraturan Menteri Dalem Negeri Nomor 62 Tahun

2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanasn dan Pertanggungjawaban
Dana Opecrasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Pcraturan Daerah Kabupaten Pringsesu Nomor 07
Tahun 2010 tenteng Pokok-Pokok Peneelolaan
Keyangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewn Tahun 2010 Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentuksn dan Susuhan
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

Peraturan Dacrah Kabupaten Pringsewu Nomor 05
Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Hak
Dewan Perwgkilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pringsewu {Lembaran Dacrah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PRINGSEWU
DAN
BUPATI PRINGSEWU

MEMUTUSKAN.

FERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
FENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2018,




Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018 sebagai berikut:
a. pendapatan daerah Rp. 1.183.859.456.500,00
b. belanja dasmah Rp. 1.221.359.456.500,00 (-}
Surplus/(defisit) Rp. [37.500.000.000,00)
¢. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Rp. 37.500.000.000,00
2, Pengeluaran Ep. 0,00 {-}
Pembiayaat Neto Rp. 37.500.000.000,00 {(-)
siga lebih pembiayaan
Anggaran tahun berkenaan Ep. 0,00
Pasal 2

{1) Pendapatan deersh sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 terdiri dari:
a. pendapatan asli daergh Rp. 82.534.500.000,00
scjumleh
b. dana perimbangan sejumlah Rp. 849.576.967.500,00

¢. lain-lain Pendapatan Daerah Rp. 231.747.989.000,00
yang sah sejumiah

(2) Pendapatan asl daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) huruf a terdin dari:
a. pajak daerah sejumlah Rp. 18.952.500.000,00
b. retribusi daerah sejumlah Rp. 4.484.000.000,00
<. hasil pengelolaan kekayean Rp. 1.350.000.000,00
daerah vang dipisahkan
sejumlah
d. lain-lain pendapatan asli Rp. 57.748._000.000,00
daerah yang sah sejumlah

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:
a. dana bag hasil pajalk/bagi Rp. 23.973.205.500,00
hasgil bukan pajak sejumlah
b. dana alokasi umum ssjurnlabh Rp. 621.967.450.000,00
¢. dana alokasi khusus sejumlah Rp. 203.636.312.000,00

(4 Lain-lsin pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (i} huruf ¢ terdini dan jenis
pendapatan:

a. pendapatan hibah Rp. 44.112.200.000,00




(1}

(2)

(3}

(1)

(2)

b. dana bagi hasi] pajak dari Rp. 75.679.936.000,00
provingi dan pemerintah sejumlah

¢. dana penyesuaian dan Rp. 26.250.000.000,00
otonomi khusus sejumilah
d. pendapatan lainnya Rp. 105.705.853.000,00
Pasal 3

Belanga dacrah  schagaimana dJdimaksud dalam

Pasal 1 terdiri dari:

a. belanja tidak langsung Rp. 684.497.067.390,00
sejumiah

b. belanja langsung sejumlah Rp. 536.862.389.110,00

Belanja tidak langeung sehagaimana dimaeksud pada
ayat {1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. belatja pegawal sejurmlah Rp. 485.761.698.840,00

b. belanja hibah sejumleh Rp. 21.567.800.000,00
¢. belanja bantuan sosial Rp. 1.815.498.400,00
sejumiah

d. belanja bagi hasil kepada Rp. 2,343.650.000,00
provinsi / kabupaten /desa

¢. belanja bantusn keuangan Rp. 172.508.420.150,00
scjumlah

{. belanja tidak terduga Rp. 500.000.000,00
sejumlah

Belanja langasung sebagaimana dimaksud pada

ayat {1] huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. belanja pegawsi sejumlah Rp. 56.258.650.000,00

b. belanja barang dan jasa Rp. 255.442.037.585,00
sejumlah
¢. belanja modal sejumlah Rp. 225.161.701.525,00
Pasal 4

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ! terdiri dari:

a. penerimagsn sejumlah Rp. 37.500.000.000,00
b. pengeluaran ssjumlah Kp. 0,00

Penerimaan secbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdin deri jenis pembiayvean sisa lehih
perhitungan anggaran tahun sebelumnya
sejumlah Rp. 37.500.000.000.00




Pasal 5

Uraian lebih lamjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupaksn bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri

dari;
4. Lampiran |
b. Lampiran II

¢. Lampiran 111

d. Lampiran IV

h. Lampiran Vil

1. Lampiran X0
m. Lampiran XIII

Ringkasan Rancangan APRD;

: Ringleasan Rancangan APBD

menurut Urusan Pemerintah
Daerah dan Organisasi;

Rincian Rancangan APBD menurut
Urusan Pemerintah Daerah,
Organisasi, Pendapatan, DBelanja
dan Pembiayvaan;

Rekapitulasi Belanja  menurut
Urusan Pemerintah Daerah,
Organisasi, Program, dan kegiatan;
Relkapitulasi Belanja Deereh untuk
Keselarasan dan  Keterpaduan
Urusan Pemerintah Daerah dan
Fungei dalam Kerangka
Penigeiolagn Kenangan Negara,
Daftar Jumlah Pegawai Per

‘ Golongan dan Perjabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertzan Modal (Investasi)
Daerah;

: Dafter perkirasn perambahan dan

pengurangan aset tetap daerah;
Daftar perkirasn penambahan dan

pengurangan aset lainnya;
: Daftar kegiatan-kegiatan tahun

sebelumnya yang belum
diselesaikan dan  dianggarkan
kembali dalam tahun anggeran ini;

Naftar dana cadangan daerah;
Daftar Pinjaman Daerah dan
obligasi,

Pasal 6

Dupati menetapkan Peraturan (entang penjabaran
anggaran pendapatan dan belanja dserah sebagai
lendasan operasional pelaksanaarn.




L)

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalem Lembaran Daerah Kabupaten

Pringsewu
Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 28 Desember 2017
BUPATI] PRINGSEWU,
dto
SUJADI
Diundangkan di Pringscwu

pada tanggal 2¢ pegenher 2017
SEKRETARIS DAERAH KARUPATEN PRINGSEWU.

dto
A. BUDIMAN PM

LEMBARAN DAERAH KARUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOER 43

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 09/56 /yBS [2017

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupgten Pringsewu,
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